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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 
pelaporan Spt-Tahunan Pajak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di KPP 
Pratama Bengkalis, upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkalis dalam 
meningkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan. Jenis 
penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua 
sumber data yaitu, data premier dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data 
dilakukan dengan cara interview, obeservasi, studi dokumen dan melakukan 
wawancara dengan pelaku pengusaha UMKM di KPP Pratama Bengkalis. Dari 
hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
Wajib Pajak UMKM dalam membayar Spt-Tahunan yaitu kualitas pelayan 
apabila kualitas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan Wajib Pajak UMKM 
maka kualitas pelayanan tersebut dikatakan baik dan pengatahuan serta 
pemahaman perpajakan akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
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1.1 Latar Belakang  
Pajak dalam sejarahnya hadir sejalan dengan lahirnya sebuah negara dan 
akan tetap ada selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan terus menjadi 
isu yang menarik sehingga akan menjadi pemicu perdebatan hangat antara negara 
dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak telah menjelma tidak hanya 
sebagai penentu pendapatan negara akan tetapi telah menjelma sebagai hal yang 
dapat menentukan keberadaan negara.  
Bagi Indonesia, pajak mulai hangat dibicarakan dan menjadi perhatian 
publik sejak pemerintah menyadari bahwa penerimaan negara yang berbasis hasil 
pengelolaan sumber daya alam terutama migas mengandung resiko yang cukup 
serius. Resiko yang ada diantaranya jumlah yang semakin menurun dari waktu ke 
waktu, sifatya tidak dapat tergantikan dan harga dipengaruhi pasar internasional 
yang sangat fluktuaktif. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) harus dilaksanakan dan harus dijamin keberlangsungannya. Pada saat 
inilah reformasi perpajakan pertama di Indonesia dilakukan. 
Pemeritah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
tentang pajak penghasilan dari usaha yang dierima atau diperoleh wajib pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23/2018). Dalam peraturan ini diatur 
pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atas pengahsilan yang 




Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor 
ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. 
Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela 
(voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari 
UMKM.Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar 
sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap 
negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar 
maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2018 Direktorat Jenderal Pajak sudah 
menarik pembayaran pajak 0,5% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki 
omset di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan 
dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan 
peraturan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) tersebut. Di samping itu juga, belum ada aturan, untuk itu, 
UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 
kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 
sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, 
tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Milik Negara (BUMN). 
UMKM telah menjadi salah satu pelaku usaha penting ditanah air dan oleh karena 
itu pemerintah memberikan perhatian untuk pemberdayaan dan 
pengembangannya. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi khusus mengenai 
UMKM yaitu dengan UU NO.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 




menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka ikut membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
Kaitan Sistem Perpajakan dengan Administrasi, Setiap sistem mempunyai 
kaitan erat dengan administrasi dan keduannya saling mendukung secara timbal 
balik. Adanya sistem yang baik akan membuat pengelolaan administrasi menjadi 
mudah, efektif, efesien, dan baik. Demikian juga sebaliknya, administrasi yang 
baik akan mendukung berjalannya sistem dengan baik  
Dalam hubungannya dengan sistem perpajakan, ketiga sistem yang ada 
yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system 
system membutuhan administrasi yang baik atas semua kegiatan perpajakan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak. Sering terdengar keluhan dari Wajib Pajak bahwa ia 
tidak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara tepat jumlah dan tepat waktu, 
atau pelaporan pajak secara tepat waktu karena kuraang baiknya administrasi 
perpajakan. Akibatnya, Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan diantaranya 
sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman dapat diartikan 
sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang 
tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 
pajak yang tidak taat. 
Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi 
tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha 
tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan 




menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai 
meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Kabupaten Bengkalis. 
Dikatakan Efektif dan efesiennya suatu program yaitu dengan melihat 
adanya fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan ketentuan program yang 
diharapkan sesuai dengan apa yang di inginkan. Maka dari itu penulis ingin 
meneliti apakah tingkat pemhaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM. 
Table 1.1 










2017 445.977.785 385.990.817 86,55% 
2018 575.667.432 500.127.649 86,88% 
2019 690.975.843 581.914.295 84,22 % 
2020 1.766.830.03 938.273.050 53.10 % 
2021 2.450.810.717 1.012.442.820 41.31 % 
Sumber: KPP Pratama Bengkalis 2021 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase target pencapaian 
penerimaan pajak UMKM di kabupaten bengkalis pada tahun 2017 target 
penerimaan sebesar 445.977.785, pada tahun 2018 575.667.432, pada tahun 2019 
target penerimaan sebesar 690.975.843, pada tahun 2020 sebesar 1.766.830.032, 
dan pada tahun 2021 sebesar 2.450.810.7117. Pada Realisasi penerimaan pajak 
UMKM pada tahun 2017 sebesar 385,990,817, pada tahun 2018 sebesar 
500.127.649, pada tahun 2019 sebesar 581.914.295, pada tahun 2020 sebesar 
938.273.050, pada tahun 2021 sebesar 1.012.442.820. Dan dapat disimpulkan 





Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk 
meningkatkan pendapatan pajak daerah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah yaitu dengan mendata setiap tahunnya Besar Penghasilan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dilakukan supaya tidak ada 
kesenjangan dan mendapatkan pendataan yang konkrit untuk pembayaran pajak 
untuk masing-masing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada 
pemerintah Kabupaten Bengkalis serta meningkatkan Kulaitas Layanan untuk 
memberikan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan perpajakan 
untuk Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten bengkalis. Hal 
yang paling menekan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis salah satunya yaitu Penegakan Hukum bagi pelaku Pengusaha Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah yang melanggar haknya dalam membayar pajak. Dari 
ketiga program yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten bengkalis untuk 
meningkatkan persentase pajak setiap tahunnya pada kenyataannya belum 
menunjukkan hasil yang optimal, maka dari itu harus ada solusi-solusi yang lebih 
fungsional untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kesadaran pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar 
pajak pemerintah Kabupaten Bengkalis. 
Dari pantauan sementara penulis masih sulitnya Dinas Pajak meminta para 
pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar pajak 
karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap setoran negara ini, 




Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian di atas tingkat kualitas 
pelayanan tingkat pengetahuan dan pemahaman, terhadap kepatuhan wajib pajak 
sangat menyita dan menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih 
lanjut untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten 
Bengkalis. 
Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM yang tidak memahami 
kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban 
dalam bidang perpajakan, serta tidak sadar akan kewajibanya membayar pajak 
seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para 
pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang 
terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar SPT-Tahunan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
(UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam peelitian 
ini dirumusakan sebegai berikut 
1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar SPT—Tahunan pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 




2. Apakah teradapat hambatan-hambatan bagi wajib pajak pengusaha Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT—Tahunan Di 
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?   
3. Upaya-Upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan Di KPP Pratama Bengkalis? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar SPT—Tahunan pengusaha Usaha Mikro Kecil 
Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi wajib pajak pengusaha Usaha 
Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT—Tahunan Di 
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya KKP Pratama Bengkalis untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan Spt-
Tahunan Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 
 
1.4 Manfaat Penelitian   
Adapun Manfaat yang bisa didapat yaitu: 
1. Bagi mahasiswa, untuk mengatahui dan menambah wawasan tentang 
Pengaruh tariff pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhapat 
kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebagai referensi bagi penulis lainnya 




2. Bagi penulis, sebagai bahan tugas akhir pada program studi D3 
Administrasi Perpajakan dalam memahami pengaruh tariff pajak, 
pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
1.5 Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Jenderal 
Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 
Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan awal februari samapai dengan 
pertengahan agustus 2021. 
3. Jenis dan Sumber Data  
a. Data Premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
aslinya berupa wawancara, pendapat, maupun hasi obsevasi dari suatu 
objek, kejadian atau hasil pengujian. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bengkalis dan juga dari sumber lain yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku, 
dan lain sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan 




akan dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 
penulis menggunakan 4 (empat) Teknik pengumpulan data, yaitu: 
1. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada 
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti. 
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung 
terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bengkalis. 
3. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mengggunakan 
buku, internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan 
Tugas Akhir ini. 
4. Analisis Data, menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-
data yang telah didapatkan dan membandingkan masalah teori dan 
praktek dengan ketentuan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian—
bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penuilis menguraikan secara 
singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, 







BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
  Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Begkalis yang berisi tentang sejarah 
berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, 
wilayah kerja dan sumber/aparatur KPP Pratama Bengkalis. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DA PRAKTEK  
  Bab ini penulis menguraikan tentang teori—teori dan menjelaskan 
tentnag tinjauan teoristis dan masalah penelitian. 
BAB IV :  PENUTUP 
  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 
penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukan saran—saran yang 
berhubungan dengan masalah yang diteli 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 
melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan 
kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini di 
tandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang – undangan dengan 
menerapkan system self assessment serta perubahan struktur organisasi yang lebih 
mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan 
kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  
Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau 
Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 hal Pemindahan Lokasi 
KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari 
Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri 
Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. 
Pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap.  
Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati 
tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di kota Dumai dan 
sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa di wilayah Duri 




selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP 
Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa ruko yang berukuran lebih besar. 
Saat itu KPP Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai 
Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.  
Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah 
kembali kesebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 21 (Depan 
Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. 
Mandau, Kab. Bengkalis.  
Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi 
menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek 
Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, 
Kab. Bengkalis 28764.  
KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak 
dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam 
wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu meliputi kecamatan: 
a. Kecamatan Bentan 
b. Kecamatan Bengkalis 
c. Kecamatan Bukit Batu  
d. Kecamatan Mandau  
e. Kecamatan Rupat  
f. Kecamatan Rupat Utara  
g. Kecamatan Pinggir  




i. Kecamatan Bathin Solapan 
j. Kecamatan Talang Mandau 
k. Kecamatan Bandar Laksanama 
l. Kecamatan Tebing Tinggi  
m. Kecamatan Merbau  
n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat 
o. Kecamatan Rangsang  
p. Kecamatan Rangsang Barat 
 
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
2.2.1 Visi  
Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu ―menjadi institusi pemerintah 
penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara‖. Visi KPP 
Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP 
Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformaskan 
menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP 
Pratama Bengkalis. 
 
2.2.2 Misi  
Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis mengemban misi 
―Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-
undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara 
demi kemakmuran rakyat‖. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang 




tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai di amanatkan oleh undang-
undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-
prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang dilingkungan 
KPP Pratama Bengkalis dalam beraktivitas dan berinteraksi. 
 
2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bengkalis 
Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Kantor 
Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua 
bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, 
pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya 
kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal  
a. Pelayanan dan kesektarian terutama dalam hal pengaturan kegiatan 
usaha dan kepegawaian. 
b. Pengadministrasian surat. 
c. Melakukan urasan keuangan. 
d. Melakukan urasan rumah tangga serta perlengkapan kantor. 
3. Seksi Pelayanan 
a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 




c. Penerimaan dan pengelolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan 
surat lainya. 
d. Penyuluhan perpajakan. 
e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan 
ketetuan yang berlaku 
4. Seksi Pengelohan Data Dan Informasi 
a. Pengumpulan data dan pengelohan data. 
b. Penyajian informasi perpajakan. 
c. Perekaman dokumen perpajakan. 
d. Uransan tata usaha penerimaan perpajakan. 
e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), dan (BPHTB). 
f. Pelayanan dukungan teknis computer. 
g. Pematauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. 
h. Penyiapan laporan kerja. 
5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
a. Pelaksanaan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan. 
b. Pendataan objek pajak. 
c. Penilaian objek pajak. 
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
e. Penerbitan NPWP cabang di KPP besangkutan 





6. Sanksi Pajak 
a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif. 
b. Penagihan piutag pajak. 
c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak. 
d. Usalan pengapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
7. Sanksi Pemeriksaan 
a. Pelaksana penyusun rencana pemeriksaan. 
b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. 
c. Penerbitan dan peyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan 
lainnya. 
8. Sanksi pengawasan dan konsultasi 
a. Melakukan pengwasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 
yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya. 
b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak. 
c. Penyusunan profil wajib pajak. 
d. Analisa kerja wajib pajak. 




2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
 







4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada 
bab-bab yang tertera, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 
pelaporan Spt-Tahunan adalah kualitas pelayanan apabila kualitas 
pelayanan wajib pajak UMKM yang sesuai dengan yang diharapkan maka 
kualitas pelayanan tersebut dapat dikatakan baik, faktor pengetahuan dan 
pemahaman perpajakan UMKM berpengaruh buruk dikarenakan masih 
banyak wajib pajak UMKM belum paham tentang perpajakan UMKM. 
2. Hambatan-Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
UMKM adalah teknologi, jaringan, pemahaman pengisian Spt-
Tahunannya secara online, kesadaran wajib pajak dan ketidakmauan wajib 
pajak dalam melaporkan Spt-Tahunannya 
3. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah (UMKM) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan adalah: 
a. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
b. Dengan memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada 




Fiskus pajak memperbaiki kualitas pelayanan, bersosialisai atau 
melakukan penyuluhan serta memperbaiki komunikasi kepada Wajib 
Pajak dengan cara selalu jujur dan trasparan mengenai perpajakan 
kecuali rahasia jabatan. 
c. Partisipasi dari mahasiswa/pelajar Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 
tingkat prioritas bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan Spt-
Tahunannya melalui, e-filling pada website Direktorat Jendral Pajak 
(www.pajak.go.id) jika tidak sempat mendatangi kantor pajak. 
 
4.2 Saran  
Berikut adalah saran peneliti yang dapat ditarik dengan melihat kesimpulan 
di atas, yaitu: 
1. Melakukan peningkatan untuk melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi 
kepada Wajib Pajak UMKM yang masih minim atau belum mengerti 
mengenai kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. 
2. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Wajib Pajak serta 
meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat mengenai pajak. Sehingga, 
pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dilakukan secara tepat waktu. 
3. Meningkatkan kinerja fiskus pajak dengan cara menambah Sumber Daya 
Manusia di KPP Pratama Bengkalis sehingga petugas pajak berbanding 
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 Dalam wawancara pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui ―Faktor-
Faktor Yang Memperngaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar 
Spt-Tahuanan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di 
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis” 
Hasil wawancara Bersama kepala kantor KPP Pratama Bengkalis (Eko 
Cahyo Wicaksono, S.E.) dari pertanyaan  
1. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
UMKM dalam pelaporan Spt-Tahunan di KPP Pratama Bengkalis? 
“Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak yang pertama 
adalah masalah teknologi dan jaringan bagi Wajib Pajak karena sekarang 
KPP Pratama Bengkalis bisa melaporkan Spt-Tahunannya secara Online 
tetapi masih terkendala dengan jaringan dan kurangnya pemahaman Wajib 
Pajak mengisi Spt-tahunannya secara online, hambatan yang kedua yaitu 
kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Spt-Tahunannya dan 
hambatan terakhir adalah ketidakmauan Wajib Pajak untuk melaporkan Spt-
Tahunannya”. 
2. Apa saja upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Bengkalis untuk 
meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan Spt-
Tahunannya? 
“Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkalis untuk meningkatkan 
kepatuban Wajib Pajak dalam membayar Spt-Tahunannya adalah kami 
membuat pos pajak diwilayah terpencil untuk membantu Wajib Pajak yang 
memiliki permasalah perpajakan, kami juga bekerja sama dengan aparat 
pemerintah untuk melakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak 
langsung yang dilakukan minimal 24 kali dalam setahun, melakukan kegiatan 
tax to school dan tax to campus, serta kami menyediakan pengaduan 
perpajakan untuk Wajib Pajak melalui SMS Blasg, Email dan media sosial 
lainya dan kami juga melakukan himbauan secara tegas bagi Wajib Pajak 




Hasil wawancara beberapa wajib pajak UMKM dari pertanyaan ―apa saja 
hambatan-hambatan wajib pajak pengusaha UMKM dalam pelaporan Spt-
Tahunan di KPP Pratama Bengkalis?‖ (Pertanyaan di berikan kepada wajib pajak 
yang melakukan kegiatan usaha UMKM)  
1. Bapak Jamaludin, Bahar, Zainal, Saiful, ibu Jamila, Mirnawati, Kartini “saya 
biasanya terlambat melaporkan Spt-Tahunan karena tidak sempat ke kantor 
pajak untuk melaporkan Spt-Tahunan saya karena faktor kesibukan saya 
berkerja”. 
2. Ibu Siti, Nurhayati, Kartika, dan bapak Ansyarif “saya terlambat melaporkan 
Spt karena malas mengantri lama di KPP Pramtama Bengkalis sedangkan 
masih banyak pekerjaan yang masih harus diselasaikan”. 
3. Ibuk Saida, Yuliana, Sumiyati, Isra dan Farida “tidak melaporkan Spt-
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